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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring kemajuan jaman membuat perselisihan yang terjadi didalam setiap 

hubungan antara manusia, bahkan mengingat bahwa subjek hukum telah lama 

mengenal badan hukum dan begitupun para pihak yang terlibat didalamnya 

semakin banyak. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja 

atau buruh dengan perusahaan dan  antara organisasi buruh dengan organisasi 

perusahaan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan 

yang penting adalah solusi untuk penyelesaiannya yang harus betul-betul objektif 

dan adil.
1
 

Perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja harus memberikan ketentuan 

yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Adapun 

Undang-Undang yang mengatur Ketenagakerjaan terdapat didalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hubungan antara 

perusahaan dengan pekerja merupakan subjek yang saling membutuhkan dimana 

perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan, sedangkan pekerja melakukan kewajibannya untuk bekerja pada 

pengusaha untuk mendapatkan upah atau gaji. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

mana yang lebih penting dan mana yang lebih didahulukan. Maka dari pengertian 

diatas dijelaskan bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir 

atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.                       

                                                           

 
1
 Iman Soepomo, “Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja”, 

(Jakarta:Djambatan,1994)., hlm 175 



3 

 

Hubunganl hukum yangl tercipta antaral perusahaan denganl pekerja adalahl 

hubungan kerjal dimana pengusahal dengan karyawanl dibentuk berdasarkanl 

perjanjian lkerja. Perjanjian kerjal adalah perjanjianl antara pekerjal/buruh denganl 

pengusaha ataul pemberi kerjal yang memuatl syarat-syaratl kerja, lhak, dan 

kewajibanl para lpihak. Perjanjian kerjal menurut Undangl-Undang Nomorl 13 

Tahunl 2003 Tentangl Ketenagakerjaan Pasall 1 angkal 14 adalahl suatu perjanjianl 

antara pekerjal dan pengusahal atau pemberil kerja yangl memuat syaratl-syarat 

kerjal hak danl kewajiban kedual belah lpihak. Perjanjian kerjal pada dasarnyal harus 

memuatl pada ketentuan-ketentuanl yang berkenaanl dengan hubunganl kerja litu, 

yaitu hakl dan kewajibanl pekerja serta hakl dan kewajibanl majikan.
2
  

Selama isi perjanjian hak dipenuhi masing-masing pihak denganl baik makal 

hubungan antara pekerjal dengan pengusaha akanl harmonis. Akan tetapi dalaml 

dalam praktiknya sering terjadil pelanggaran terhadap perjanjianl pekerja yang 

dilakukan oleh pekerjal antara lain: a) pekerja dengan perjanjianl kerja waktul 

tertentu (kontrakl), b) pekerja denganl perjanjian kerjal waktu tidakl 

tertentu(permanenl), c) pekerja harianl lepas. Ketigal jenis hubunganl kerja inil 

memiliki konsekuensil Undang-Undang yang berbeda.
3
 Dengan katal lain, setiapl 

jenis hubunganl kerja selalul memiliki kelebihanl dan keterbatasanl masing-lmasing. 

Dan pihak perusahaanl berkewajiban untukl membayar upahl yang sudahl 

dituangkan dalaml perjanjian kerjal dan perusahaanl memiliki hakl untuk 

memperolehl hasil daril pekerjaan yangl dilakukan olehl pekerja. Sedangkanl pekerja 

memilikil kewajiban untukl bekerja sesuail dengan perjanjianl kerja danl menerima 
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upahl sesuai denganl kesepakatan dil perjanjian kerja. Dalam hall ini terjadi 

pelanggaran terhadapl perjanjian kerjal maka seharusnya para pihak dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 

Dalam pelaksanaannya pengusaha melanggar perjanjian hak pekerja yakni 

pengusahal tidak membayarkan upahl sesuai denganl perjanjian yang disepakati 

bersama makal pekerja merasa dirugikan. Akan tetapi pekerja tersebut dapat 

dilindungi oleh hukum yang sedang berlaku. Akibat adanyal perbedaan 

pelaksanaanl atau penafsiranl terhadap ketentuanl peraturan perundangl-undangan, 

perjanjianl kerja, peraturanl perusahaan, ataul perjanjian kerjal sama. Dalaml hal inil 

jika terjadil perselisihan antaral pekerja danl pengusaha, makal proses penyelesaianl 

perselisihan dapatl dilakukan denganl 2 lcara, yaitu: 1l) Non Litigasil adalah 

penyelesaianl sengketa yangl dilakukan menggunakanl cara-caral alternatife atau 

diluar pengadilanl penyelesaian lsengketa. Contohnya, lmediasi. Mediasi 

merupakanl proses perundinganl untuk memperoleh kesepakatanl para pihakl 

dengan dibantul oleh lmediator. 2) Litigasi adalahl proses penyelesaianl sengketa 

melaluil pengadilan.
4
 

Jika upaya yang dilakukan pekerja tersebut tidak berhasil, dimana 

perusahaan tidak membayarkan upah maka pekerja yang merasa dirugikan akibat 

tidak menerima haknya sehingga mengakibatkan perselisihan industrial maka 

kedual belah pihakl dapat menyesuaikannya denganl undang-undang yang berlaku. 

Berdasarkan Pasall 1 angkal 1 Undangl-Undang Nomorl 2 Tahunl 2004 

Tentangl Penyelesaian Perselisihanl Hubungan Industriall menyebutkan bahwal 

Perselisihan Hubunganl Industrial adalahl perbedaan pendapatl yang 
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mengakibatkanl pertentangan antaral pengusaha ataul gabungan pengusahal atau 

gabungan pengusaha dengan pekerjal/serikat buruh. Dan dalam Pasal 2 Undang- 

Undang PPHI mengatur empat jenis perselisihan karenal adanya perselisihanl 

mengenai lhak, perselisihan mengenai hak, perselisihanl kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubunganl kerja danl perselisihan antara serikatl pekerja/serikatl dalam 

satul perusahaan.
5
  

Berdasarkan  uraian diataslah yangl mendasari penulis tertarikl untuk 

melakukanl penelitian dalaml sebuah lskripsi. Adapun judul skripsi yangl diangkat 

oleh penulis adalah “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hak Upah 

Pekerja Yang Tidak Dipenuhi Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang – 

Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl uraian yang telahl dikemukan dalam latar belakangl masalah 

ltersebut. Penulis merumuskan beberapa masalah yangl akan dibahas dalam 

penelitianl ini, yaitu : 

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hakl pekerja yang tidakl sesuai denganl 

upah peraturan  perusahaan  berdasarkanl Undang – Undangl Nomor 2l 

Tahun l2004? 

2. Apa tindakan yangl harus dilakukan terhadap perusahaan yang tidak 

memenuhi hak upah  pekerja?  

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkanl poin-poinl permasalahan yangl telah ldirumuskan, tujuan daril 

penelitian inil adalah: 

1. Untuk mengetahui penyelesaianl perselisihan hak pekerja yang tidak sesuai 

dengan upah  peraturan perusahaan  berdasarkan Undangl – Undang 

Nomor 2l Tahun 2004l 

2. Untukl mengetahui apa tindakan yangl harus dilakukan terhadap perusahaan 

yang tidakl  memenuhi hak upah pekerja 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkanl uraian ldiatas, maka hasill penelitian inil diharapkan dapatl 

memberikan lmanfaat, sebagai lberikut: 

1. Manfaatl Secara Teoritisl 

Daril penelitian inil diharapkan dapatl memperluas wawasanl dan 

memberikanl kontribusi terhadapl peneliti lainl yang melakukanl perselisihan hak 

pekerja khususnya mengenai permasalahan tentang penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial 

2. Manfaatl Secara Praktisl 

Daril penelitian inil diharapkan dapatl memberikan masukanl-masukan 

penegakl hukum khususnyal terhadap penegakl hukum danl masyarakat dalaml 

mengantisipasi regulasil terkait penyelesaian perselisihan hak pekerja tersebutl dan 

jugal dapat menjadil acuan ataul sumber bagil para pembacal yang inginl mengetahui 

penyelesaian perselisihanl hak upahl pekerja yangl tidak dipenuhi olehl perusahaan.  

3. Manfaatl Bagi Penelitil 

Sebagail persyaratan untukl memperoleh gelarl sarjana hukuml di Fakultasl 

Hukum Universitasl HKBP Nommensenl Medan danl memahami lebihl dalam lagil 
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mengenai hall-hal yangl berkaitan denganl lalu lintasl yaitu terhadapl penyelesaian 

perselisihan hakl upah pekerjal yang tidakl dipenuhi oleh perusahaanl menurut 

Undangl-Undang Nomor 2 Tahunl 2004 serta Undangl-Undang lainl yang relevanl 

dengan kasusl yang lditeliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan dan Pekerja 

1. Pengertian Perusahaan 

Pengertianl perusahaan secaral umum yaitul istilah ekonomil yang dipakail 

dalam KUHDl dan perundangl-undangan diluarl KUHD. Defenisi perusahaanl tidak 

dijelaskanl secara resmil dalam lKUHD, namun defenisi Perusahaanl secara resmil 

dirumuskan dalaml KUHD, namunl defenisi perusahaan secaral resmi dalaml pasal 

1l Undang-Undangl Nomor 3l Tahun 1982l Tentang Wajibl Daftar lPerusahaan.  

Dalaml Pasal 1l huruf (bl) Undang-Undangl Nomor 3l Tahun 1982l tentang 

wajibl Daftar Perusahaanl yang ditentukanl sebagai lberikut: Perusahaan adalahl 

setiap bentukl usaha yangl menjalankan setiapl jenis usahal yang bersifatl tetap danl 

terus-menerusl dan ldidirikan, bekerja, sertal berkedudukan dalaml wilayah Negaral 

Indonesia denganl tujaun memperoleh keuntunganl dan ataul laba. 

Molenglaff mengemukakanl perusahaan adalahl keseluruhan perbuatanl yang 

dilakukanl secara terusl-menerus bertindakl keluar mendapatkanl penghasilan, 

memperdagangkanl barang, menyerahkanl barang, mengadakanl perjanjian 

lperdagangan.
6
 

Pengertianl perusahaan menurutl Molengraff tidakl menekankan perusahaanl 

sebagai sebuahl badan lusaha, melainkan hanyal menyebutkan perusahaanl sebagai 

sebuahl kegiatan ataul hanya terkhususl pada jenisl usaha lsaja.  
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Sedangkanl pengertian perusahaanl menurut Polakl berpendapat bahwal suatu 

perusahaanl baru adal apabila sebelumnyal memperhitungkan terlebihl dahulu 

mengenail rugi danl labanya sertal mencatatnya kedalaml suatu lpembukuan.
7
 

Selainl itu, terdapatl defenini perusahaan menurutl Pasal 1l butir 1l Undang-

Undangl Nomor 8l Tahun 1997l tentang Dokumenl Perusahaan yangl menyatakan: 

“Perusahaan adalahl setiap bentukl usaha yangl melakukan kegiatanl secara tetapl 

dan terusl menerus denganl memperoleh keuntunganl dan ataul laba, baikl yang 

diselenggarakanl oleh orangl perorangan maupunl badan usahal yang berbentukl 

badan hukuml atau bukanl badan lhukum, yang didirikanl dan berkedudukanl dalam 

wilayahl Negara lIndonesia”. 

Menurutl Undang-Undangl yang lberlaku, perusahaan dianggapl ada jikal 

kegiatan dalaml bidang ekonomil yang dilakukanl terus-menerus dan terangl-terangan, 

terhadapl pihak lketiga, dengan maksudl untuk mendapatl keuntungan dil dalam wujudl 

sebuah badanl usaha ataul wajib untukl memiliki suatul bentuk lusaha. 

Dari beberapa defenisil tersebut diatas maka dapatl disimpulkan bahwal yang 

dimaksudl dengan perusahaanl haruslah mengandungl unsur-unsurl antara lain: 

a. Melakukanl kegiatan secaral terus menerusl 

b. Memperolehl keuntungan danl laba 

c. Diselenggarakanl oleh peroranganl maupun badanl usaha berbentukl badan 

hukuml atau bukanl badan hukuml  

d. Berkedudukanl dalam wilayahl Negara Kesatuanl Republik Indonesial 
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2. Pengertian Pekerja 

Dalaml perkembangan hukuml perburuhan dil Indonesia, istilahl buruh 

diupayakanl untuk digantil dengan istilahl pekerja, karenal istilah pekerja buruhl 

kurang sesuail dengan kepribadianl bangsa, buruhl lebih cenderungl menunjuk padal 

golongan yangl selalu ditekanl dan beradal dibawah pihak lainl yakni lmajikan.
8
 

Namunl kemudian, denganl diundangkannya UUl No 13l Tahun 2003l tentang 

Ketenagakerjaanl istilah pekerjal digandengkan dengan istilahl buruh sehinggal 

menjadi istilahl pekerja/lburuh. Menurut Undangl-Undang 13l Tahun 2003l 

pekerja/buruhl  adalah: “Setiapl orang yangl bekerja denganl menerima upahl atau 

imbalanl dalam bentukl lain” (Pasall 1 angkal 3 UUl  Nomor 13l Tahun 2003l).
9
 

Dalam Undangl-Undang lNo. 13 Tahunl 2003 tentangl Ketenagakerjaan pasall 

1 angkal 4 memberikanl pengertian pekerjal/buruh adalahl setiap orangl yang 

bekerjal dengan menerimal upah ataul imbalan dalaml bentuk apapun. Pengertianl 

ini pada umummnya memiliki makna yang lebihl luas karenal dapat mencakupl 

semua orangl yang bekerjal pada siapal saja baikl perorangan, lpersekutuan, badan 

hukuml atau badanl lainnya denganl menerima upah ataul imbalan dalaml bentuk 

lapapun.
10

 

3. Hak dan Kewajiban Pekerja 

a) Hakl Pekerja 

Berkaitanl dengan lhak, maka Pekerjal/Buruh mempunyail beberapa lhak, 

antaral lain adalahl sebagai lberikut: 

                                                           
8
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2001, Cetakan-2, hlm 22 
9
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 Lalu Husni,   Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2016, Edisi revisi, hlm 35 
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a. Hakl atas pekerjaanl  

Hakl atas pekerjaanl merupakan suatul hak asasil manusia. Karenal demikian 

pentingnyal Indonesia denganl jelas lmencantumkan, dan menjaminl sepenuhnya, 

hakl atas pekerjaanl ini dalam dilihatl pada Pasall 27 ayatl 32 UUD l45: ”Tiap-tiapl 

warga negaral berhak atasl pekerjaan danl penghidupan yangl layak bagil 

kemanusiaan.” 

b. Hakl atas upahl yang adill 

Upahl sesungguhnya adalahl perwujudan ataul kompensasi daril hasil 

lkerjanya. Setiap orangl berhak untukl memperoleh upahl yang ladil, yaitu upahl 

yang sebandingl dengan tenagal yang telahl disumbangkannya. 

c. Hakl untuk berserikatl dan berkumpull 

Untukl bisa memperjuangkanl kepentingannya, khususnyal hak atasl upah 

yangl adil, pekerjal harus diakuil dan dijaminl hanya untuk membentukl serikat 

pekerjal dengan tujuanl bersatu memperjuangkanl hak danl kepentingan semual 

anggota lmereka. Dengan berserikatl dan lberkumpul, posisi merekal menjadi kuatl 

dan karenal itu tuntutanl wajar merekal dapat lebihl diperhatikan, yangl pada 

gilirannyal berarti hakl mereka akanl lebih bisa ldijamin. 

d. Hakl atas perlindingan keamananl dan kesehatanl 

Dasarl dan hakl atas perlindunganl keamanan, lkeselamatan, dan kesehatanl 

kerja adalahl hak atasl hidup. Jaminanl ini mutlakl perlu sejakl awal sebagail bagian 

integrall dari kebijaksanaanl dan operasil suatu lperusahaan. Resiko harusl sudah 

diketahuil sejak lawal, hal inil perlu untukl mencegah perselisihanl dikemudian haril 

bila terjadil sesuatu hall yang tidakl diinginkan. 
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e. Hakl untuk diprosesl hukum secaral sah 

Hakl ini terutamal berlaku ketikal seorang pekerjal dituduh danl diancam 

denganl hukuman tertentul karrena diduga melakukanl pelanggaran ataul kesalahan 

ltertentu. Ia wajibl diberi kesempatanl untuk membuktukan apakahl ia melakukanl 

kesalahan sepertil dituduhkan ataul tidak. 

f.  Hakl untuk diperlakukanl secara samal 

Dimana tidakl adanya diskriminasi dalaml perusahaan apakahl berdasarkan 

warnal kulit, jenisl kelamin, etnit, lagama, dan lsemacamnya, baik dalaml sikap danl 

perlakuan, lgaji, maupun peluangl untuk ljabatan, pelatihan, ataul pendidikan lebihl 

lanjut. 

g. Hakl atas rahasial pribadi 

Kendatil perusahaan punyal hak tertentul untuk mengetahuil riwayat hidupl 

dan datal pribadi tertentul dari setiapl karyawan, karyawanl punya hakl untuk 

dirahasiakanl data pribadinyal itu. Bahkanl perusahaan harusl menerima bahwal ada 

hall-hal tertentul yang tidakl boleh diketahuil oleh perusahaan danl ingin tetapl 

dirahasiakan olehl karyawan. 

h. Hakl atas kebebasanl suara hatil 

 Pekerjal tidak bolehl dipaksa untukl melakukan tindakanl tertentu yangl 

dianggapnya tidakl baik: melakukanl korupsi, menggelapkanl uang lperusahaan, 

menurunkan standarl atauramuan produk tertentu demil membesarkan keuntungan, 

menutupl-nutupi kecuranganl yang dilakukanl perusahaan ataul atasan. 
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b) Kewajiban pekerja 

Dalaml KUHPerdata ketentuanl mengenai kewajibanl buruh/pekerjal diatur 

dalaml Pasal l1603, 1603a, 1603bl dan 160c KUHPerdatal yang padal intinya adalahl 

sebagai lberikut: 

1. Buruhl/Pekerja wajibl melakukan pekerjaanl adalah tugasl utama daril seorang 

pekerjal yang harusl dilakukan lsendiri, meskipun demikianl dengan seizing 

pengusahal dapat ldiwakilkan. Untuk itulahl mengingat pekerjaan yangl 

dilakukan pekerja yangl sangat pribadil sifatnya karenal berkaitan denganl 

keahliannya, makal berdasarkan ketentuanl peraturan perundangl-undangan 

jikal pekerja meninggall dunia, makal hubungan kerjal berakhir denganl 

sendirinya (PHKl demi hukuml). 

2. Buruhl/pekerja wajibl menaati peraturanl dan petunjukl majikan/lpengusaha; 

dalam melakukanl pekerjaan buruhl/pekerja wajibl menaati petunjukl yang 

diberikanl oleh lpengusaha. Aturan yangl wajib ditaatil oleh pekerjal sebaiknya 

dituangkanl dalam peraturanl perusahaan sehinngga menjadil lebih jelasl 

ruang lingkupl dari petunjukl tersebut. 

3. Kewajibanl membayar gantil rugi danl denda; jikal buruh/pekerjal melakukan 

perbuatanl yang merugikanl perusahaan baik karena kesengajaanl atau 

lkelalaian, maka sesuatul dengan prinsipl hukum pekerjal wajib membayarl 

ganti rugil dan ldenda”.
11

  

B. Tinjauan Mengenai Hubungan Kerja 

1. Pengertian Hubungan Kerja  

Dalam upayal menciptakan hubunganl industrial adalahl untuk mencari 

keseimbanganl antara kepentinganl pekerja, lpengusaha, dan lpemerintah, karena 

ketigal dari masing-masingl disebutkan mempunyai kepentinganl bagi pekerjal 

perusahaan merupakanl tempat untukl bekerja sekaligusl sebagai sumberl 

penghasilan danl penghidupan diril beserta keluargal dan bagil pengusaha 

perusahaanl adalah wadahl untuk mengesploitasil modal gunal mendapatkan 

keuntunganl yang sebesarl-besarnya, sedangkanl bagi pemerintahl perusahaan 
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 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2016, Edisi revisi, hlm 62  
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sangatl penting artinyal karena perusahaanl bagaimanapun kecilnyal merupakan 

bagianl dari kekuatanl ekonomi yangl menghasilkan barangl atau jasal untuk 

memenuhil kebutuhan masyarakatl karena itulahl pemerintah mempunyail 

kepentingan danl bertanggung jawabl atas kelangsunganl dan keberhasilanl setiap 

lperusahaan.
12

 

Hubunganl kerja merupakan suatul hubungan hukuml yang dilakukanl oleh 

minimall dua subjekl hukum yaitu pengusaha dan pekerja/buruh mengenail suatu 

lpekerjaan.
13

 

Menurutl Hartono Wisosol dan lJudiantoro, hubungan kerjal adalah kegiatanl-

kegiatan pengerahanl tenaga/jasal seseorang secaral teratur demil kepentingan orangl 

lain yangl memerintahnya (pengusahal/majikan) sesuail dengan perjanjianl kerja 

yangl telah ldisepakati.
14

 

Dalaml pengertian hubunganl kerja ltersebut, terkandung artil bahwa pihakl 

pekerja/buruhl dalam melakukanl pekerjaan beradal di bawahl pimpinan pihakl lain 

yangl disebut lpengusaha. Hubungan kerjal pada dasarnyal meliputi hall-hal yangl 

berkaitan denganl perjanjian kerjal sebagai dasarl hubungan lkerja, hak danl 

kewajban paral pihak, berakhirnyal hubungan lkerja, dan penyelesaianl perselisihan 

antaral pihak-pihakl yang lbersangkutan. Demikian pulal perjanjian kerjal tersebut 

tidakl boleh bertentanganl dengan peraturanl perusahaan yangl dibuat olehl 

pengusaha.
15

 

2. Pengertian Perjanjianl kerja  
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 Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum 

Perburuhan, Jakarta: Grafindo Persada 2003, hlm 235 
13

 Asri Wijayanti, Op.Cit, hlm 36  
14

Hartono judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Jakarta: 

Rajawali Pers, 1992, hlm 10 
15

Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor: 

Galia Indonesia, 2010, hlm 43  



15 

 

Perjanjianl kerja adalahl suatu perjanjianl antara pekerjal/buruh danl 

pengusaha ataul pemberi kerjal yang memuatl syarat-syaratl kerja hakl dan 

kewajibanl kedua belahl pihak. Penjelasanl perjanjian kerjal dalam kaitannyal 

menimbukan suatul hubungan yangl terjadi antaral pemberi kerjal dan pelaksanal 

kerja yangl kemudian dil atur sebagaimanal dalam Pasall 1 ayatl (14) Undangl-

Undang Nomorl 13 tahunl 2003 Tentangl Ketenagakerjaan yangl telah diubahl 

menjadi Undangl-Undang nol 11 Tahunl 2020 Tentangl Cipta lKerja. Dalam 

perjanjianl kerja tersebutl timbulah suatul ikatan kerjal antara pemberil kerja 

(pengusahal) dengan pelaksanal pekerjaan (pekerjal) yang memberikanl aturan 

terhadapl hak danl kewajiban pekerjal atau buruhl dan lpengusaha.
16

 

Menurutl Subekti, perjanjianl kerja adalahl perjanjian antaral seorang "buruhl" 

dengan seorangl "majikan", perjanjianl mana ditandail oleh ciril-ciri; adanyal suatu 

upahl atau gajil tertentu yangl diperjanjian danl adanya suatul hubungan dil peratas 

(bahasal Belanda "dierstverhandingl") yaitu suatul hubungan berdasarkanl mana 

pihakl yang satul (majikan) berhakl memberikan perintahl-perintah yangl harus dil 

taati olehl pihak yangl lain. 
17

 

Imaml Soepomo berpendapatl bahwa perjanjianl kerja adalahl suatu perjanjianl 

kerja dimanal pihak kesatul (buruh), mengikatkanl diri untukl bekerja denganl 

menerima upahl dari pihakl kedua yaknil majikan, danl majikan mengikatkanl diri 

untukl mempekerjakan buruhl dengan membayarl upah". 
18
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Menurut Endahl Pujiastuti pengertianl perjanjian lkerja, adalah "perjanjianl 

kerja merupakanl suatu bentukl persetujuan antaral pengusaha denganl 

pekerja/lburuh, sehingga perjanjianl kerja.
19

 

Denganl demikian hubunganl yang berdasarkanl perjanjian kerjal dibuat 

berdasarkanl kesepakatan antaral pekerja denganl perusahaan. Dalaml perjanjian 

kerjal ini hakl dan kewajibanl pekerja danl perusahaan dicakupl atau dimuatl secara 

ljelas. Hubungan kerjal yang telahl terbentuk tidakl boleh bertentanganl dengan 

perjanjianl kerja, perjanjianl kerja bersamal dan peraturanl perusahaan, artinyal hak - 

hakl pekerja danl perusahaan telahl disepakati secaral tegas, baikl didalam perjanjianl 

kerja ataul dalam perjanjianl kerja bersamal dan peraturanl perusahaan, danl isi 

perjanjianl kerja tersebutl tidak bolehl bertentangan denganl undang-lundang. 

3. Unsur-Unsur Perjanjianl Kerja 

Imaml Soepomo berpendapatl bahwa perjanjianl kerja adalahl suatu perjanjianl 

kerja dimanal pihak kesatul (buruh), mengikatkanl diri untukl bekerja denganl 

menerima upahl dari pihakl kedua yaknil majikan, danl majikan mengikatkanl diri 

untukl mempekerjakan buruhl dengan membayarl upah". 

Beberapal unsur daril perjanjian kerjal adalah: 

a. Adanyal unsur lpekerjaan. Dalam suatul perjanjian kerjal tersebut haruslahl ada 

suatul pekerjaan yangl di perjanjikanl dan dikerjakanl sendiri olehl pekerja yangl 

membuat perjanjianl kerja ltersebut. 

b. Adanyal unsur lperintah. Pekerja tundukl pada perintahl pengusaha didalaml 

melakukan pekerjaanl sesuai yangl diperjanjikan, termasukl perintah secaral 

tertulis yangl terdapat dalaml perjanjian lkerja, peraturan perusahaanl atau 

                                                           
19

Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaaan, Semarang Universitty Press 

Semarang, 2015, hlm 21  



17 

 

perjanjianl kerja lbersama. Pekerja diwajibkanl untuk mentaatil seluruh 

perjanjianl kerja yangl ada danl berlaku didalaml perusahaan tempatnyal 

bekerja.  

c. Adanyal waktu ltertentu. Waktu tertentul memiliki pengertianl yang sangatl 

luas, dapatl berarti waktul tidak tertentul artinya berakhirnyal waktu perjanjianl 

pada saatl perjanjian kerjal tidak lditetapkan, atau waktul tertentu yangl berarti 

berakhirnyal waktu perjanjianl ditetapkan padal saat dibuatl perjanjian ataul 

berakhirnya disetujuil pada saatl pekerjaan yagl disepakati lselesai.  

d. Adanyal unsur lupah. Tujuan utamal seorang bekerjal adalah untukl 

mendapatkan imbalanl atau lupah. Dengan adanyal upah menegaskanl bahwa 

hubunganl yang terjadil antara pekerjal/buruh danl pemberi kerjal adalah 

merupakanl suatu hubunganl kerja.
20

 

4. Bentuk-Bentuk Perjanjianl Kerja 

Menurutl Endah Pujiastutil pengertian perjanjianl kerja, adalahl "perjanjian 

kerjal merupakan suatul bentuk persetujuanl antara pengusahal dengan 

pekerjal/buruh, sehinggal perjanjian kerjaBentuk-Bentukl Perjanjian Kerjal  

1l) Tertulis 

Perjanjian kerjal yang dipersyaratkanl secara tertulisl dilaksanakan sesuail 

dengan peraturanl perundang-perundanganl yang berlakul Pasal 54l Undang-

Undangl Nomor 13l Tahun 2003l tentang lKetenagakerjaan. Perjanjian kerjal yang 

dibuatl paling sedikitl memuat, lyaitu: 
21
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1) lNama, alamat perusahaanl dan jenisl usaha; 

2) lNama, jenis lkelamin, umur danl alamat lpekerja; 

3) Jabatanl atau jenisl pekerja; 

4) Tempatl pekerjaan; 

5) Besarnyal upah danl cara lpembayarannya; 

6) Syaratl-syarat kerjal yang memuatl hak danl kewajiban pengusahal dan 

lpekerja; 

7) Jangkal waktu berlakunyal perjanjian kerjal dibuat; 

8) Tandal tangan paral pihak dalaml perjanjian lkerja. 

2) Tidak lTertulis 

Perjanjianl kerja dapatl dimuat didalaml bentuk tidakl tertulis ataul lisan. 

Perjanjianl kerja inil dianggap sahl ketika sudahl disepakati olehl para pihakl dan 

memenuhil syarat sahnyal suatu lperjanjian. 

C. Tinjauan Mengenai Perselisihan Industrial 

1. Pengertian Perselisihanl Hubungan Industriall 

Berdasarkanl ketentuan dalam Undangl-undang Nomorl 2 Tahunl 2004 

tentangl Penyelesaian Perselisihanl Hubungan lIndustrial, Pasal 1l ayat (1) 

Perselisihanl hubungan industriall adalah perbedaanl pendapat yangl menyebabkan 

pertentangan antaral pengusaha ataul gabungan pengusahal dengan pekerjal/buruh 

ataul serikat pekerjal/serikat buruhl karena adanyal perselisihan terkait lhak, 

perselisihan lkepentingan, perselisihan mengenail pemutusan hubunganl kerja danl 

perselisihan antarl serikat pekerjal/serikat buruhl dalam perusahaan”
22

 

Hall ini antaral lain disebabkanl karena adanyal perbedaan pemahamanl atau 

persepsil mengenai berbagail hal yangl berkenaan denganl hubungan kerjal dan ataul 

syarat-syaratl kerja llain, sehingga timbulnyal perselisihan hubuganl industrial tidakl 

dapat ldihindari. Menurut Charlesl D. Drakel dalam Aloysiusl Uwiyono, 

mengatakanl perselisihan antaral pekerja/buruhl dengan pengusahal dapat terjadil 
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didahului olehl pelanggaran hukuml juga danl dapat terjadil karena bukanl 

pelanggaran lhukum. Perselisihan Ketenagakerjaan yangl terjadi karenal bukan 

pelanggaranl hukum padal umumnya disebabkanl karena:  

a. Terjadil perbedaan pahaml dalam pelaksanaanl hukum Ketenagakerjaan. Hall 

ini tercerminl dari tindakanpekerja/buruhl atau pengusahal yang melanggarl 

suatu ketentuanl hukum. lMisalnya Pengusaha tidakl 

mempertanggungjawabkan buruh/pekerjanyal pada programl Jamsostek, 

membayarl upah dil bawah ketentuanl standar minimuml yang lberlaku, tidak 

memberikanl cuti danl sebagainya. 

b. Tindakanl pengusaha yangl diskriminatif, misalnyal jabatan, jenisl pekerjaan, 

lpendidikan, masa kerjal yang samal tapi karenal perbedaan jenisl kelamin lalul 

diperlakukan berbedal-beda.  

Sedangkan perselisihanl Ketenagakerjaan yang terjadil tanpa didahuluil oleh 

suatul pelanggaran, umumnyal disebabkan loleh:  

a. Perbedaanl dalam menafsirkanl hukum Ketenagakerjaan. 

Misalnyal menyangkut cutil melahirkan danl gugur lkandungan, menurut 

pengusahal buruh/pekerjal wanita tidak berhakl atas cutil penuh karenal 

mengalami gugurl kandungan, tetapil menurut buruhl/serikat buruhl hak cutil 

tetap harus diberikanl dengan upahl penuh meskipunl buruh hanyal mengalami 

gugurl kandungan ataul tidak lmelahirkan. 

b. Terjadil karena ketidak sepahaman dalaml perubahan syaratl-syarat lkerja, 

misalnya buruhl/serikat buruhl menuntut kenaikanl upah, uangl makan, 

ltransport, tetap pihak pengusahal tidak lmenyetujuinya.
23
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2. Jenis-Jenisl Perselisihan Hubunganl Industrial 

Pasal 2 Undangl-Undang No. 2 Tahunl 2004 tentangl Penyelesaian 

Perselisihanl Hubungan Industriall (UU PPHI) mengatur empatl jenis perselisihanl 

hubungan lindustrial, yaitu perselisihanl hak, perselisihanl kepentingan, 

perselisihanl pemutusan hubunganl kerja, danl perselisihan antarl serikat 

pekerjal/serikat buruhl hanya dalam satul perusahaan.
24

 

1) Perselisihanl hak  

Berdasarkanl Pasal 1l angka 2l UUPPHI, perselisihan hak adalah perselisihanl 

yang timbull karena tidakl dipenuhinya lhak, aibat adanyal pelaksanaan ataul 

penafsiran tehadap ketentuanl peraturan perundangl-undangan, perjanjianl kerja, 

peraturanl perusahaan ataul perjanjian kerjal bersama. Menurutl H. Pl. Rajagukguk, 

perselisihanl hak inil sebagai perselisihanl hukum, yaknil perselisihan kolektifl atau 

perselisihanl perseorangan antaral majikan ataul serikat majikanl dengan serikatl 

buruh ataul buruh peroranganl mengenai pelaksanaanl atau penafsiranl perjanjian 

ketenagakerjaanl atau perjanjianl kerja.
25

 

2) Perselisihanl kepentingan  

Menurutl Pasal 1l angka 3l UUPPHI perselisihanl kepentingan adalahl 

perselisihan yangl timbul dalaml hubungan kerjal karena tidakl adanya kesesuaianl 

pendapat mengenail pembuatan, danl/atau perubaanl syarat-syaratl kerja yangl 

ditetapkan dalaml perjanjian kerjal atau peraturanl perusahaan, ataul perjanjian kerjal 

bersama. 
26

 

3) Perselisihanl pemutusan hubunganl kerja  

Perselisihanl pemutusan hubunganl kerja adalahl perselisihan yangl timbul 

karenal tidak adanyal kesesuaian pendapatl mengenai pengakhiranl hubungan kerjal 

yang dilakukanl oleh salahl satu lpihak. Kasus yangl sering terjadil adalah ketikal 

perusahaan memutuskanl hubungan kerjal secara sepihakl dengan pekerjanyal dan 

pekerjal tersebut tidakl setuju denganl keputusan perusahaanl tersebut. 

4) Perselisihanl antar serikatl pekerja dalaml satu perusahaanl  

Perselisihanl antar serikatl pekerja merupakanl perselisihan antaral serikat 

pekerjal yang terdapatl di dalaml satu lperusahaan. Jadi dalaml suatu perusahaanl 

terdapat kemungkinanl memiliki lebihl dari satul serikat lpekerja, hal inil 

dikarenakan untukl membentuk suatul serikat pekerjal tidak memerlukanl anggota 

yangl banyak. Serikatl pekerja/serikatl buruh dibentukl oleh sekurangl-kurangnya 10l 

orang pekerjal/buruh. Daril ketentuan syaratl di atasl maka sudahl barang tentul besar 
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kemungkinanl dalam suatul perusahaan yangl memiliki ratusanl atau ribuanl akan 

terdapatl beberapa serikatl pekerja/serikatl buruh yangl bernaung dibawahl 

“bendera” yangl berbeda.
27

 

3. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Secara Litigasi dan Non Litigasil 

Prosesl penyelesaian sengketal oleh paral pihak yangl bersengketa dapatl 

dilakukan melaluil jalur litigasil atau lembagal peradilan lnegara. Hal inil berarti 

sengketal tersebut akanl diperiksa olehl hakim pengadilanl dalam suatul rangkaian 

lpersidangan. Penyelenggaraan peradilanl dilaksanakan olehl sebuah Mahkamahl 

Agung danl badan peradilanl yang beradal di bawahnyal dalam lingkunganl 

Peradilan lUmum, Peradilan lAgama, Peradilan lmiliter, peradilan tatal usaha 

lnegara, dan olehl sebuah Mahkamahl Konstitusi. 

Kelebihanl penyelesaian sengketal secara litigasil adalah putusanl pengadilan 

mempunyail kekuatan hukuml yang lpasti, bersifat lfinal, menciptakan kepastianl 

hukum denganl posisi paral pihak menangl atau kalahl (win andl lose positionl), dan 

dapatl dipaksakan pelaksanaanl putusannya apabilal pihak yangl kalah tidakl mau 

melaksanakanl isi putusanl pengadilan (eksekusil). Oleh Sudiknol Mertokusumo 

dikatakanl bahwa putusanl pengadilan mempunyail tiga macaml kekuatan yangl 

merupakan keistimewaanl penyelesaian sengketal secara llitigasi, yakni putusanl 

pengadilan mempunyail kekuatan lmengikat, kekuatan lpembuktian, dan kekuatanl 

eksekutorial ataul kekuatan untukl dilaksanakan- Kekuatanl mengikat Putusanl 

hakim mempunyail kekuatan lmengikat, artinya putusanl hakim itul mengikat paral 

pihak yangl berperkara danl yang terlibatl dalam perkaral itu. Paral pihak harusl 

tunduk danl menghormati putusanl hakim ltersebut. Putusan hakiml yang telahl 

memperoleh kekuatanl hukum tetapl tidak dapatl diubah, sekalipunl oleh pengadilanl 
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yang lebihl tinggi kecualil dengan upayal hukum yangl luar biasal (peninjauan 

kembalil/request civill).
28

 

Terikatnyal para pihakl pada putusanl hakim litu, baik dalaml arti positifl 

maupun lnegatif. Mengikat dalaml arti lpositif, yakni apal yang telahl diputus olehl 

hakim harusl dianggap benarl (res judicatal pro veritatel habetur). Mengikatl dalam 

artil negatif, yaknil hakim tidakl boleh memutusl lagi perkaral yang pernahl diputus 

sebelumnyal antara pihakl yang samal serta mengenail pokok perkaral yang samal 

(nebis inl idem).  

a. Kekuatanl pembuktian 

Putusanl hakim mempunyail kekuatan lpembuktian, artinya denganl putusan 

hakiml itu telahl diperoleh kepastianl tentang sesuatul yang terkandungl dalam 

putusanl itu. Dituangkannyal putusan hakiml dalam bentukl tertulis yangl merupakan 

aktal otentik tidakl lain bertujuanl untuk dapatl digunakan sebagail alat buktil bagi 

paral pihak yangl mungkin diperlukanl untuk mengajukanl banding, lkasasi, 

peninjauan kembali atau upaya hukuml lainnya, danl untuk pelaksanaanl putusan.  

b. Kekuatanl eksekutorial 

Putusanl hakim mempunyail kekuatan leksekutorial, artinya bahwal suatu 

putusanl dimaksudkan untukl menyelesaikan suatul persoalan ataul perkara danl 

menetapkan hakl atau hukumnyal saja, melainkanl juga realisasil pelaksanaannya 

(eksekusinyal) secara lpaksa. Kekuatan mengikatl saja daril suatu putusanl hakim 

beluml cukup danl tidak akanl berarti apabilal putusan itul tidk dapat direalisasikanl 

atau ldilaksanakan. 
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Olehl karena putusanl itu menetapkanl dengan tegasl hak danl hukumnya 

untukl kemudian ldirealisasikan, maka putusanl hakim mempunyail kekuatan 

leksekutorial, yaitu kekuatanl untuk dilaksanakanl apa yangl ditetapkan dalaml 

putusan hakiml itu secaral paksa olehl alat-alatl negara. 

Prosesl penyelesaian sengketal melalui jalurl litigasi (pengadilanl) bukanlah 

merupakanl satu-satuyal cara penyelesaianl sengketa yangl dapat ditempuhl oleh 

paral pihak yangl bersengketa. Selainl litigasi, terdapatl penyelesaian sengketal di 

luarl pengadilan (nonl litigasi), yaitul penyelesaian sengketal melalui negosiasil 

(musyawarah), lmediasi, arbitrase, danl konsiliasi. Selainl itu terdapatl pula bentukl 

penyelesaian sengketal yang sangatl akrab diaktualisasikanl dalam kehidupanl 

masyarakat seharil-hari, yaknil penyelesaian sengketal secara damail oleh kepalal 

desa. Penyelesaianl sengketa denganl cara inil pada dasarnyal dapat diterimal oleh 

paral pihak yangl bersengketa karenal prosesnya didasarkanl pada pengaturanl 

sendiri danl masih kentall diwarnai denganl adat kebiasaanl setempat. Semual hal 

yangl telah disepakatil merupakan keputusanl bersama paral pihak yangl 

bersengketa. Metodel penyelesaian sengketal melalui jalurl non litigasil 

sebagaimana yangl telah disebutkanl sebelumnya dapatl diuraikan sebagail berikut: 

1. Penyelesaianl sengketa melaluil negosiasi 

Untukl menyelesaikan suatul sengketa, salahl satu caral yang dapatl ditempuh 

adalahl para pihakl yang bersengketal melakukan lnegosiasi, yaitu caral untuk 

mencaril penyelesaian masalahl melalui musyawarahl untuk mencapail kata sepakatl 
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secara langsungl antara pihakl-pihak yangl bersengketa yangl hasilnya dapatl 

diterima olehl para pihakl tersebut.
29

 

Dalaml praktik negosiasil dilakukan karenal dua lalasan, yakni: 

a. Untukl mencari sesuatul yang barul yang tidakl dapat dilakukannyal sendiri, 

misalnyal dalam transaksil jual lbeli, pihak penjuall dan pembelil saling 

memerlukanl untuk menentukanl harga (dil sini tidakl terjadi sengketal). 

b. Untukl memecahkan perselisihanl atau sengketal yang timbull di antaral para 

lpihak. 

2. Penyelesaianl sengketa melaluil mediasi 

Mediasil pada hakekatnyal merupakan suatul bentuk penyelesaianl sengketa 

yangl memberikan pandanganl ke depanl terhadap paral pihak yangl bersengketa. 

Menurutl Priyatna lAbdurrasyid, mediasi sebagail suatu prosesl penyelesaian 

sengketal bekerja sangatl baik. Mediasil memandang kel masa depanl bukan kel masa 

llampau. Hukum memandangl ke belakangl untuk menentukanl siapa yagl benar danl 

siapa yangl salah, sedangkanl mediasi memandangl ke depanl untuk menemukanl 

suatu solusil di manal para pihakl dapat menyelesaikanl sendiri lsengketanya. Di 

dalaml hukum, pengadilanl mengemukakan kekuasaannyal untuk memerintahkanl 

suatu lputusan, sedangkan dil dalam mediasil keputusan diambill secara bersamal-

sama olehl para lpihak.
30

 

Berdasarkanl berbagai pandanganl di latas, maka dapatl dipahami bahwal 

mediasi padal dasarnya merupakanl cara dalaml menyelesaikan sengketal oleh paral 

pihak, dil mana paral pihak dapatl menentukan ataul menunjuk pihakl ketiga untukl 
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bertindak sebagail penengah ataul mediator. Mediatorl tersebut dapatl negara, 

lorganisasi, atau lindividu. Kedudukan mediatorl dalam hall ini adalahl berusaha 

memberikanl keseimbangan paral pihak yangl bersengketa sehinggal mereka dapatl 

dipertemukan dalaml suatu keadaanl yang samal-sama lmenguntungkan. Harus pulal 

dipahami bahwal mediator dalaml menangani sengketal para lpihak, tidak beradal 

pada posisil yang dapatl memaksa salahl satu pihakl untuk menerimal apa yangl 

dikehendaki olehl pihak llainnya. 

3. Penyelesaianl sengketa melaluil arbitrase 

Apabilal upaya paral pihak dalaml menyelesaikan sengketanyal melalui 

negosiasil dan mediasil tidak ltercapai, maka paral pihak berdasarkanl kesepakatan 

secaral tertulis dapatl mengajukan usahal penyelesaian sengketal melalui badanl 

arbitrase. Penyelesaianl sengketa melaluil arbitrase merupakanl penyelesaian 

sengketal di luarl pengadilan yangl bersifat mengikatl dan lfinal. Arbitrase berasall 

dari katal arbitrare yangl berarti kekuasaanl untuk menyelesaiakanl sesuatu menurutl 

kebijaksanaan. Jadil arbitrase itul sebenarnya adalahl lembaga peradilanl oleh hakiml 

partikelir/swastal (particuliere rechtspraakl).
31

 

Berdasarkanl pengertian dil atas, adal tiga hall yang mendasaril dalam 

penyelesaian sengketal melalui larbitrase. Pertama, arbitrasel merupakan salahl satu 

bentukl penyelesaian secaral non llitigasi. Kedua, perjanjianl arbitrase harusl dibuat 

dalaml bentuk ltertulis. Ketiga, perjanjianl arbitrase merupakanl perjanjian untukl 

menyelesaikan sengketal yang dilaksanakanl di luarl peradilan lumum. 

4. Penyelesaianl sengketa melaluil konsiliasi 
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Sepertil halnya denganl mediasi, konsiliasil merupakan suatul proses 

penyelesaianl sengketa dil luar pengadilanl antara paral pihak yangl bersengketa 

denganl melibatkan pihakl ketiga yangl netral danl tidak lmemihak. Pada dasarnya, 

mediatorl dan konsiliatorl bertugas sebagail fasilitator untukl melakukan 

komunikasil antara paral pihak yangl bersengketa sehinggal dapat ditemukanl solusi 

yangl dapat memuaskanl para pihakl itu lsendiri. Hanya sajal seorang konsiliatorl 

berperan sebatasl untuk melakukanl tindakan-tindakanl seperti mengaturl waktu danl 

tempat pertemuanl para pihakl yang lbersengketa, mengarahkan topikl pembicaraan, 

membawal pesan daril satu pihakl kepada pihakl lain jikal pesan tersebutl tidak 

mungkinl disampaikan langsungl atau paral pihak tidakl mau bertemul langsung. 

Sedangkanl mediator, disampingl dapat melakukanl hal-hall yang dilakukanl 

konsiliator, jugal menyarankan solusil atau proposal lpenyelesaian lsengketa, hal 

manal secara teoritisl tidak adal dalam kewenanganl pihak lkonsiliator. Dalam hall 

menggunakan konsiliasil atau lmediasi, keputusan akhirl dari suatul sengketa tetapl 

terletak padal persetujuan paral pihak yangl bersengketa. 

Penyelesaianl sengketa dil luar pengadilanl (non litigasil) termasuk yangl yang 

dipraktekkanl oleh paral kepala desal secara hukuml dibenarkan dalaml peraturan 

perundangl-undangan. Dalaml Penjelasan Pasall 3 ayatl (1) UUl Nomor 4l Tahun 

2004l tentang Kekuasaanl Kehakiman disebutkanl bahwa “ketentuanl ini tidakl 

menutup kemungkinanl penyelesaian perkaral dilakukan dil luar pengadilanl negara 

melaluil perdamaian ataul arbitrase”.
32

 

Penyelesaianl sengketa secaral non llitigasi, yakni suatul bentuk penyelesaianl 

sengketa yangl dilakukan dil luar lpengadilan. Penyelesaian sengketal secara nonl 
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litigasi dapatl berupa negosiasil antara paral pihak yangl bersengketa untukl 

mencapai katal mufakat, lmediasi, arbitrase, danl konsiliasi yangl masing-masingl 

menunjuk pihakl ketiga yangl bersifat netrall untuk membantul penyelesaian 

sengketal yang lterjadi. Selain itul terdapat pulal bentuk penyelesaianl sengketa 

secaral adat, yaknil penyelesaian sengketal oleh kepalal desa yangl memang sangatl 

aktual dalaml kehidupan seharil-hari khususnyal dalam masyarakatl desa. 

Pelaksanaanl penyelesaian nonl litigasi inil sifatnya lebihl mudah diaturl sendiri olehl 

para pihakl yang bersengketal tanpa terikatl pada ketentuanl hukum acaral yang 

sifatnyal kaku. 

D. Tinjauan Mengenai Upah 

1. Pengertian Upahl 

Menurutl PP Nomorl 36 Tahunl 2021 tentangl Pengupahan, Upahl adalah hakl 

Pekerja/Buruhl yang diterimal dan dinyatakanl dalam bentukl uang sebagail imbalan 

daril Pengusaha ataul pemberi kerjal kepada Pekerjal/Buruh yangl ditetapkan danl 

dibayarkan menurutl sesuatu Perjanjian lKerja, kesepakatan, ataul peraturan 

perundangl-undangan, termasukl tunjangan bagil Pekerja/Buruhl dan keluarganyal 

atas suatul pekerjaan danl/atau jasal yang telahl atay akan ldilakukan.
33

 

Denganl adanya upahl ini pekerjal akan menerimal hasil yangl meningkatkan 

kesejahteraanl dengan pemenuhanl kebutuhan yangl bersifat jasmanil dan lrohani, 

baik dil dalam maupunl diluar hubungan kerjal yang secaral langsung ataul tidak 

langsungl dapat mempertinggil produktifitas kerja dalaml lingkungan kerjayang 

amanl dan lsehat. 
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Sisteml pengupahan telahl lama diterapkanl dalam dunial ketenagakerjaan, 

bahkanl pada masal kerajaan. Pemberianl upah bisal dalam bentukl uang, lbarang, 

atau perjanjianl utang lpiutang. Dalam sisteml pengupahan terdapatl beberapa 

bentukl sebagai berikut: 

 

1) lGaji; 

2) Barangl atau lnatura, misalnya diupahl dengan hasill perkebunan ataul 

pertanian; 

3) lTunjangan, yang diberikanl selain lgaji; 

4) lBonus, yakni tambahanl karena kinerjal yang lebihl baik, sebutl saja lreward. 

Pengupahanl dapat disebutl juga denganl honor , yaknil pembayaran pekerjal 

yang kedudukannyal sebagai honorerl dengan jumlahl tertentu karenal tidak adal 

ketentuan yangl jelas. Selainl keempat bentukl pengupahan ltersebut, ada pulal 

perusahaan yangl memberikan tunjanganl anak danl istri, upahl uang makanl harian, 

upahl beban lebihl kinerja, lremunirasi, dan lsebagainya.
34

 

2. Jenisl-jenis Upahl 

Bahwal berdasarkan Pasall 14 PPl No. 36l Tahun 2021l tentang Pengupahanl 

(peraturan pelaksanaanl UU Ciptal Kerja), upahl ditetapkan berdasarkanl satuan 

lwaktu, dan/ataul satauan lhasil. Hal inil sama denganl PP lsebelumnya, yaitu 

Peraturanl Pemerintan Nomorl 78 Tahunl 2015 tentangl Pengupahan (PPl 78/2015l) 

Perbedaannya, dalaml PP 36l/2021, upahl berdasarkan satuanl waktu tidakl lagi 

lharian, mingguan, ataul bulanan, tetapil per ljam; harian, ataul bulanan. Upahl per 

jaml hanya untukl buruh yangl bekerja paruhl waktu. Perhitunganl upah perl jam 
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menggunakanl formula upahl per bulanl dibagı l126. Upah perl jam yangl disepakati 

pengusahal dan buruhl tidak bolehl lebih rendahl dari perhitunganl berdasarkan 

formulal tersebut. 

lSedangkan, penetapan upahl per bulanl berdasarkan satuanl hasil ditetapkanl 

berdasarkan upahl rata-ratal 12 bulanl terakhir yangl diterima lburuh. Sebelumnya, 

PPl 78/2015l mengatur penetapanl upah perl bulan berdasarkanl satuan hasill ini 

ditetapkanl berdasarkan upahl rata-ratal 3 bulanl terakhir yangl diterima lburuh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruangl lingkup penelitianl adalah uraianl tentang batasanl penelitian, agar penelitianl menjadi 

fokusl pada ruangl lingkup masalahl yang ldiinginkan. Adapun yangl menjadi ruangl lingkup 

penelitianl ini bertujuanl untuk menghindaril pembahasan yangl meluas danl menyimpang daril 

yang penulisl terapkan. Ruangl lingkup penelitian bertujuanl untuk membatasil permasalahan yangl 

akan dibahasl di dalaml penelitian lini.
35

 Peter Mahmudl Marzuki merumuskanl penelitian hukuml 

sebagai suatul proses untukl menemukan aturanl hukum, prinsipl-prinsip lhukum, maupun doktrinl-

doktrin hukuml guna menjawabl isu hukuml yang ldihadapi.
36

 

Suatul penelitian hukuml terfokus dalaml membahas suatul permasalahan besertal poin-poinl 

batasannya denganl adanya ruangl lingkup lpenelitian. Adapun ruang lingkupl penelitian ini adalahl 

Bagaimana penyelesaian perselisihan hak pekerjal yang tidak sesuail dengan upah peraturanl 

perusahaan berdasarkan Undang – Undangl Nomor 2l Tahun 2004l Tentang Penyelesaianl 

Perselisihan Hubunganl Industrial. Sertal apa tindakan yang harus dilakukan terhadap perusahaan 

yang tidak memenuhi hak upah pekerja. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkanl masalah yangl diteliti, jenisl penelitian yangl digunakan dalaml penulisan 

skripsil ini adalahl penelitian hukuml yuridis normatif. Penelitianl hukum yuridis normatifl adalah 

metodel yang dilakukanl dengan caral meneliti bahanl-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-
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artikel resmi,  danl peraturan perundangl-undangan yangl berlaku sertal berkaitan denganl sumber 

bahanl hukum.
37

 

C. Sumber Bahan Hukum 

1. Bahanl Hukum Primerl 

Bahanl hukum primerl adalah bahanl hukum yangl bersifat lautoritatif, artinya mempunyail 

otoritas. Bahanl-bahan hukuml primer terdiril dari perundangl-undangan, catatanl-catatan resmil 

atau risalahl dalam pembuatanl perundang-undanganl dan putusanl-putusan lhakim.
38

 

Dalaml penelitian lini, bahan hukuml primer yangl digunakan adalahl Undang-Undangl No 2 

Tahun 2004l Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undangl-Undang 

Ketenagakerjaanl Nomor 13l Tahun 2003l yang telahl diubah denganl Undang-Undangl Cipta Kerjal 

Nomor 11l Tahun l2020, Peraturan Pemerintahl No. 36 Tahunl 2021 Tentang lPengupahan, dan 

Kitab Undangl-Undang Hukuml Perdata. 

2. Bahanl Hukum Sekunderl 

Bahanl hukum sekunderl adalah bahanl yang tidakl mengikat tetapil menjelaskan bahanl 

hukum primerl yang merupakanl hasil olahanl pendapat ataul pikiran paral pakar ataul ahli yangl 

mempelajari suatul bidang tertentul secara khususl yang akanl memberikan petunjukl ke manal 

peneliti akanl mengarah. Adapunl bahan-bahanl sekunder berupal semua publikasil tentang hukuml 

yang bukanl merupakan dokumenl-dokumen lresmi. Publikasi tentangl hukum meliputil buku-bukul 

teks/lliteratur, jurnal-jurnall hukum, danl doktrin-doktrin hukum. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahanl hukum tersierl ialah bahanl hukum yangl dipakai sebagail pelengkap danl juga 

berfungsil memberikan informasil tentang bahanl hukum primerl dan bahanl hukum sekunderl yang 
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tidakl berhubungan langsungl dengan pokokl permasalahan yangl ada, namunl sangat dibutuhkanl 

untuk menunjangl kelengkapan danl kejelasan bahanl hukum primerl dan bahanl hukum sekunderl 

tersebut, misalnyal kamus lhukum. 

D. Metode Pendekatan Masalah 

Dalaml melakukan suatul penelitian lhukum, ada beberapal metode pendekatanl yang 

digunakanl agar hasill penelitian tersebutl dapat memberikanl hasil yangl memuaskan. Menurutl 

Peter Mahmudl Marzuki, terdapatl 5 (limal) pendekatan yangl dapat  digunakanl dalam penelitianl 

hukum, lyaitu:
39

 

1. Pendekatanl kasus (casel approach); 

2. Pendekatanl perundang-undanganl (statute approachl);  

3. Pendekatanl historis (historicall approach);  

4. Pendekatanl perbandingan (comparativel approach);  

5. Pendekatanl konseptual (conceptuall approach). 

Adapun metodel pendekatan yangl digunakan dalaml penelitian inil adalah, sebagail berikut: 

1. Metodel Pendekatan Undangl-Undang (Statutel Approach) 

Pendekatanl Undang-Undangl (Statute Approachl) dilakukan denganl menelaah semual 

undang-undangl dan regulasil yang bersangkutl paut denganl isu hukuml yang sedangl ditangani. 

Dalaml metode pendekatanl perundang-undanganl peneliti perlul memahami hierarkil dan asasl-asas 

dalaml peraturan perundangl-undangan. 

 

2. Metodel Konseptual (conceptuall approach) 

Menurutl Peter Mahmudl Marzuki, beranjakl dari pandanganl-pandangan danl doktrin yangl 

berkembang didalam ilmul hukum. Marzukil juga menyatakanl dalam membangunl membangun 

konsep, penelitil bukan hanyal melamun danl mencari-caril khayalan, melainkanl pertama kalil ia 

harusl beranjak daril pandangan-pandanganl dan doktrinl-doktrin yangl berkembang didalam ilmul 
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hukum danl peneliti akanl menemukan idel-ide yangl melahirkan pengertianl-pengertian lhukum, 

konsep-konsepl hukum, danl asas-asasl hukum yangl relevan denganl isu yangl dihadapi.
40

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapunl metode pengumpulanl data yangl digunakan dalaml penelitian lini, yaitu metodel 

kepustakaan (Libraryl Research). Metodel kepustakaan (Liberaryl Reasearch) lyaitu, penelitian 

yangl dilaksanakan denganl menggunakan literaturel (kepustakaan) baikl berupa lbuku, catatan 

maupunl laporan hasill penelitian daril penelitian lterdahulu.
41

 Cara pengumpulanl data denganl 

melakukan penelusuranl dan menelaahl bahan pustakal seperti, bukul-buku literaturl tentang 

lhukum, hasil lpenelitian, karya lilmiah, jurnal lilmiah, perundang-lundangan, Peraturan 

Pemerintahl (PP), situsl internet, ensiklopedial dan dokumenl-dokumen lainnyal yang adal 

kaitannya denganl skripsi dan sebagainya. Bahanl hukum dikumpulkanl melalui prosedurl 

inventarisasi danl identifikasi peraturanl perundang-lundangan, serta klasifikasil dan sistematisasil 

bahan hukuml sesuai permasalahanl penelitian. Olehl karena litu, teknik pengumpulanl data yangl 

digunakan dalaml penelitian inil adalah denganl studi lkepustakaan. Studi Kepustakaanl dilakukan 

denganl cara lmembaca, menelaah, mencatatl membuat ulasanl bahan-bahanl pustaka yangl ada 

lkaitannya.
42

 

F. Metode Analisis Data 

Analisisl yang digunakanl dalam penelitianl ini dilakukan secaral yuridis normatife, yaitul 

penelitian hukuml yang dilakukanl dengan caral meneliti bahan kepustastakaan, dimana 

pembahasanl serta hasill penelitian diuraikanl dengan katal-kata berdasarkanl data yangl diperoleh. 

Datal yang terkumpull diperoleh dari peraturan perundangl-undangan yangl berlaku dil Indonesia 
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danl dapat melakukanl telaah atasl isu hukuml yang diajukanl berdasarkan bahanl-bahan yangl telah 

ldikumpulkan. 

 

 

 


